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ABSTRAK

Notaris memiliki peran penting dalam proses pelaksanaan relaksasi restrukturisasi
kredit di sektor perbankan konvensional pada masa pandemi Covid-19 di Kota
Palembang. Kondisi Covid-19 memberikan dampak terhadap debitur terutama debitur
UMKM. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan kebijakan berupa
relaksasi restrukturisasi kredit. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui,
menganalisis dan menemukan peran Notaris dalam pelaksanaan relaksasi
restrukturisasi kredit di sektor perbankan konvensional pada masa pandemi Covid-19
di Kota Palembang, mengetahui kekuatan hukum akta perjanjian kredit restrukturisasi
dalam penyelesaian kredit macet akibat dampak pandemi Covid-19 pada sektor
perbankan, untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa hukum apabila
terjadi kredit macet di sektor perbankan konvensional pada masa pandemi Covid-19.
Penelitian ini dilakukan secara normatif yang ditunjang dengan data empiris. Hasil
penelitian tesis ini menunjukkan peran Notaris dalam pelaksanaan relaksasi
restrukturisasi kredit pada masa pandemi Covid-19 yaitu pembuatan akta perubahan
perjanjian kredit secara autentik, melakukan legalisasi serta waarmerking terhadap
akta yang dibuat secara dibawah tangan, dan memberikan penyuluhan hukum
terhadap akta yang dibuat oleh Notaris. Kekuatan hukum Akta perjanjian kredit
restrukturisasi dalam penyelesaian kredit macet akibat dampak pandemi Covid-19,
apabila dibuat secara autentik memiliki pembuktian sempurna, akan tetapi dalam
praktik perbankan ada yang dibuat dibawah tangan hal ini akan menimbulkan
sanggahan dari para pihak apabila terjadi gugatan dari sisi pembuktiannya.
Penyelesaian sengketa hukum apabila terjadi kredit macet pada sektor perbankan
konvensional pada masa pandemi Covid-19 secara umum diutamakan non litigasi dan
litigasi merupakan pilihan terakhir. Dapat disimpulkan bahwa Notaris secara relatif dan
idealnya memiliki peran yang sangat diperlukan pada tahap proses pelaksanaan
pembuatan akta relaksasi restrukturisasi kredit di sektor perbankan konvensional pada
masa pandemi Covid-19. Diharapkan bank memberikan pengaturan secara jelas dalam
memberikan perlindungan hukum kepada debitur, bagi pemerintah hendaknya
memberikan penjelasan mendalam mengenai alur prosedur dari program kebijakan
restrukturisasi kredit, dan bagi Notaris hendaknya lebih berperan aktif dalam program
yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kata Kunci: Restrukturisasi Kredit; Perbankan Konvensional; Peran Notaris; Pandemi
Covid-19.
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ABSTRACT

Notaries play an important role in the implementation process of credit relaxation and
restructuring in the conventional banking sector during the Covid-19 pandemic in
Palembang The Covid-19 situation has had an impact on debtors, especially MSME
debtors. The government, through the Financial Services Authority, has issued policies
in the form of credit relaxation and restructuring. The purpose of this research is to
identify, analyze, and discover the roles of notaries in the implementation of credit
relaxation and restructuring in the conventional banking sector during the Covid-19
pandemic in Palembang, to understand the legal strength of the credit restructuring
agreement deed in resolving non-performing loans caused by the impact of the Covid-19
pandemic on the banking sector, and to understand and analyze the resolution of legal
disputes in the event of non-performing loans in the conventional banking sector during
the Covid-19 pandemic. This research was conducted normatively with empirical data
support. The results show that the role of notaries in implementing credit relaxation and
restructuring during the Covid-19 pandemic includes creating authentic deed of credit
agreement changes, legalizing and waarmerking the deed made under the table, and
providing legal advice on the deeds made by notaries. The legal strength of the credit
restructuring agreement deed in resolving non-performing loans caused by the impact of
the Covid-19 pandemic has perfect evidence if it is made authentically, but in banking
practices, some deeds are made under the table, which may raise objections from the
parties if there is a lawsuit from the evidentiary side. In general, non-litigation is
prioritized in resolving legal disputes in the evemt of non-performing loans in the
conventional banking sector during the Covid-19 pandemic, while litigation is the last
resort. It can be concluded that notaries, relanvely and ideally, have a crucial role in the
implementation process of creating a deed of credit relaxation and restructuring in the
conventional banking sector during the Covid-19 pandemic It 1s expected that banks
provide clear rules on legal proiection for debtors, the govermment should provide in-
depth explanations about the procedural flow of credit restructuring policy programs, and
notaries should be more actively involyed in the programs established by the
government,

Keywords: Credit Restructuring, Co Ranking, Role of Notary, Covid-19

Pandemic,
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan memiliki cakupan yang sangat luas yang membahas
tentang bank, didalamnya mengatur tentang bentuk daripada
lembaga, mengatur kegiatan usaha, prosedur, tata cara terkait
dengan implementasi daripada kegiatan usaha tertentu.! Sektor
perbankan dapat dikatakan merupakan salah satu sektor terpenting
dan juga lembaga keuangan, memiliki hubungan timbal balik yang
secara langsung dapat memberikan dampak ke beberapa sektor
lainnya pada sebuah negara.? Oleh karena itu peranan dan nilai
strategis dari kehadiran sektor perbankan secara umum sangat

mempengaruhi perekonomian suatu negara.

Dalam aspek khusus sektor perbankan jika dilihat dari sistematis
sektornya, pertama memiliki sistem yang terintegrasi, memiliki
hubungan timbal balik antara satu dengan lainnya dalam industri jasa

keuangan, dan perbankan sendiri merupakan pusat inti dari

! Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 4. Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6845. Pasal 1 ayat 1.

2 Riana Hapsari, “Penerapan Prinsip 3R (Restructuring, Rescheduling,

Reconditioning) Dalam Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan
Countercyclical Dampak Penyebaran CoronaVirus Disease 201,” "Dharmasisya” Jurnal
Program Magister Hukum FHUI 1, no. 4 (2022): 2097-2110.

1



pergerakan roda perekonomian negara. Kemudian yang kedua
sektor daripada perbankan sendiri merupakan bentuk industri yang
bertumpu atau berpondasi pada kepercayaan (fiduciary) dari
masyarakat dalam menyimpan uangnya.® Sehingga perlu digaris
bawahi bersama salah satu kunci utama daripada sektor perbankan
adalah lembaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat
kepada perbankan. Mengingat bahwa kepercayaan daripada
masyarakat akan sektor perbankan adalah salah satu pondasi utama,
maka sudah sewajarnya apabila pengaturan hukum dan juga aturan-
aturan tertentu yang ada pada industri perbankan sangatlah banyak

dan juga ketat (heavily regulated).*

Sesuai dengan fungsi pengaturan hukum yang berlaku dan
mengikat pada sektor perbankan, dikenal adanya beberapa bentuk
upaya yang dilakukan oleh perbankan untuk meraih keuntungan
yaitu bentuk prosedur penyaluran pemberian dana dalam bentuk
kredit, investasi surat berharga, kemudian melakukan pendanaan
dalam bentuk transaksi perdagangan internasional ataupun
melakukan pendanaan penempatan kepada pihak lainnya. Secara
keseluruhan jika disimpulkan bahwa bentuk sumber pendapatan

serta keuntungan yang terbesar dari bank adalah melalui penyaluran

3 H B Simatupang, “Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian
Indonesia,” JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma) 6, no. 2 (2019): 136-46,
https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/JRAM/article/view/2184%0Ahttps://jurnal.uisu.ac.
id/index.php/JRAM/article/viewFile/2184/1510.

4 Zainal Asikin, Hukum Perbankan Dan Lembaga Pembiayaan Non Bank Edisi
Kedua (Depok: Rajawali Pers, 2020).



kredit. Apabila dilihat lebih mendalam terkait dengan pemberian
kredit ini ada faktor mendasar baik secara internal dan eksternal
yang mempengaruhi kondisi kesehatan bank, dalam pengelolaan
kredit harus benar-benar prudent, yang bermuara kepada
keberhasilan dalam proses kredit, dan akhirnya memberikan kondisi

perekonomian yang stabil.

Mengingat kondisi saat ini di Indonesia masih dalam masa
pandemi Coronavirus Disease 2019 (selanjutnya disebut Covid-19)
dan secara yuridis normatif untuk Covid-19 ini juga telah ditetapkan
oleh Presiden Republik Indonesia sebagai bencana nasional, yang
tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.®
Sejalan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang memberikan
dampak secara luas kepada tingkat kesehatan perbankan yang
terpengaruh akibat adanya permasalahan dalam proses kredit
terutama pada kondisi usaha mengalami penurunan omazet,
kemampuan membayar dari debitur yang secara khusus juga sangat
mempengaruhi usaha mikro, kecil, dan menengah (selanjutnya

disebut UMKM), hal ini tentunya memberikan dampak kepada

5 Ahyuni Yunus, “Aspek Keadilan Perjanjian Baku (Standard Contract) Dalam
Perjanjian Kredit Perbankan,” Male Law Journal 1, no. 1 (2017): 106-18.

6 Ni Ketut Muliati, “Pengaruh Perekonomian Indonesia Di Berbagai Sektor
Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),” Widya Akuntansi Dan Keuangan 2, no. 2
(2020): 78-86.



perbankan dan juga kondisi perekonomian nasional. Sehubungan
dengan hal ini pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan
memberikan bentuk upaya penyelamatan kredit yang dituangkan
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor
11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai
Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease
2019. Kemudian dilakukan perubahan dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional
Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus
Disease 2019. Setelah itu melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Republik Indonesia Nomor 17/POJK.03/2021 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional
Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus

Disease 2019.

Salah satu bentuk upaya dalam membantu debitur UMKM yang
terkena dampak dari Covid-19, pemerintah melalui Otoritas Jasa
Keuangan sebagaimana disebut di atas mengeluarkan kebijakan
terkait dengan restrukturisasi sebagai bentuk upaya solusi dalam
membantu debitur yang bermasalah atas kemampuan bayarnya dan
juga bank agar kredit bermasalah tidak meningkat dengan signifikan

yang akhirnya mempengaruhi tingkat kesehatan bank pada masa



Covid-19. Mengenai kesepakatan restrukturisasi kredit ini perlu
digaris bawahi merupakan bentuk kesepakatan antara dua belah
pihak sehingga apabila salah satu pihak nantinya tidak setuju untuk
dilakukan restrukturisasi maka tindakan tersebut tidak dapat

dilaksanakan.

Kota Palembang sendiri adalah kota yang sangat terkenal dan
banyak debitur UMKM yang memiliki jenis usaha berbagai ragam,
tentunya UMKM sendiri menjadi bagian daripada perekonomian
daerah Kota Palembang. Akibat daripada pandemi Covid-19 yang
terjadi sangatlah memberikan dampak serta pengaruh terhadap
kinerja dan juga kemampuan perekonomian pada sektor UMKM
terutama kemampuan bayar terhadap kredit yang ada di bank

tertentu.?

Dalam membantu restrukturisasi kredit tersebut, Notaris sebagai
pejabat umum seharusnya keberadaannya juga memiliki peran yang
sangat penting untuk membantu melakukan proses ataupun prosedur
dalam melaksanakan tugas selaku pembuatan akta pemberian kredit
dan jaminan perbankan. Peranan Notaris juga menjadi bagian
daripada penyelamatan kredit bagi perbankan atas pelaksanaan akta
yang dibuatnya, mengingat bahwa saat ini sendiri masih berada

dalam kondisi pandemi Covid-19 yang memberikan dampak serta

7 Juli, “Enam Ribu UMKM Di Palembang Ajukan BPUM Tahap Tiga,” 2021,
https://infopublik.id/kategori/nusantara/561359/enam-ribu-umkm-di-palembang-
ajukan-bpum-tahap-tiga.



memberikan beberapa perubahan dalam kegiatan aktivitas pada
kehidupan manusia secara umum dan juga pergerakan pada bidang
sektor perekonomian perbankan secara khusus. Secara filosofis
pihak bank sebelum melaksanakan kegiatan pemberian atau
penyaluran kredit, tahapan awal adalah dilaksanakannya perjanjian
kredit dengan calon debitur. Namun terkait dengan hal tersebut
sampai dengan saat ini belum adanya pedoman atau prosedur dasar
yang memberikan bentuk pengaturan untuk dapat dijadikan dasar
oleh bank terkait dengan isi serta klausul-klausul yang haruslah
termuat dan tidak termuat dalam sebuah pengikatan perjanjian

kredit.

Apabila dilihat pada pengaturan hukum Pasal 1 Peraturan Jabatan
Notaris sendiri telah memberikan dasar pengertian, bahwa yang
menjadikan tugas utama atau tugas pokok Notaris adalah membuat
akta-akta autentik sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum
yang telah mengatur serta mengikatnya.® Terkait dengan frasa akta-
akta autentik ini sendiri memberikan dasar pengertian adalah bentuk
akta yang dalam pengaturan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, dimana nantinya atas akta yang ditandatangani oleh

para pihak secara langsung melahirkan bentuk pembuktian yang

8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5491. Pasal 1 ayat 1.



mutlak dan kuat.® Apabila suatu saat apabila atas akta resmi ini
diajukan sebagai bukti akan memberikan dasar pertimbangan
kepada hakim untuk menerimanya dan menyakinkan terkait dengan
tulisan serta peristiwa hukum yang ada di dalam akta tersebut adalah
benar adanya dan hakim tidak diperbolehkan lagi untuk meminta

penambahan pembuktian lagi untuk permasalahan hukum tersebut. 10

Secara filosofis bahwa penggunaan jasa Notaris sendiri sebagai
Pejabat Umum dalam melakukan pembuatan akta autentik
merupakan hal yang penting dan juga diperlukan dalam penerapan
kegiatan perekonomian di dalam sektor perbankan.!! Salah satu
bentuknya adalah terhadap pembuatan akta perjanjian kredit yang
tentunya secara langsung melibatkan para pihak antara debitur dan
juga bank. Hal ini juga perlu digaris bawahi bahwa sangatlah penting
adanya keikutsertaan daripada Notaris dalam tahapan restrukturisasi
kredit pada sektor perbankan, yang mana nantinya dengan adanya
peran daripada Notaris ini menjadi sebuah bukti adanya jaminan
terhadap kepastian hukum dan juga perlindungan hukum yang nyata
untuk para pihak baik untuk pihak debitur maupun kreditur. Sejalan

dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung di

® Pandam Nurwulan, “Akad Perbankan Syariah Dan Penerapannya Dalam Akta
Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 25, no.
3 (2018): 623-44, https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art10.

10 Ibid., Hlm. 627-630.

11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5491. Pasal 1 ayat 1.



Indonesia, tentunya sangatlah diperlukan adanya jaminan kepastian
hukum dan perlindungan hukum sebagai akibat terhadap dampak
perekonomian terutama pada sektor perbankan yang sangat

berpengaruh di dalamnya.

Secara yuridis normatif bahwa seorang Notaris telah diberikan
kewenangan yang berdasarkan hukum untuk dapat membuat akta
autentik.1? Apabila melihat frasa daripada akta sendiri dalam
pemikiran masyarakat umum adalah adanya keharusan atau
seharusnya yang dibuat bentuk bersifat autentik yang dimana
nantinya dapat digunakan sebagai alat bukti nyata dan bukannya
sebuah akta dibawah tangan.!® Kebiasaan dalam praktik di sektor
perbankan dalam membuat akta dalam bentuk perjanjian atau
pengikatan dengan cara dibuat perjanjian kredit dibawah tangan
yang hanyalah melibatkan para pihak antara bank dan debitur tanpa
melibatkan seorang notaris, sedangkan jika melibatkan perjanjian
kredit yang dibuat dihadapan Notaris maka dikenal dengan sebutan

akta autentik.

Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Ni Made Trisna

Dewi, bahwa secara umum pada praktiknya dalam sektor perbankan

12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5491. Pasal 15 ayat 1.

18 Ija Azrina, “Kedudukan Hukum Akta Notaris Di Hadapan Para Penghadap
Berkaitan Dengan Hak Nasabah Perbankan,” jurnal llmiah Penegakan Hukum 8, no. 1
(2021): 35-48.



sendiri membuat perjanjian kredit yang dilakukan secara dibawah
tangan. Sebenarnya terkait dengan akta dibawah tangan ini dalam
konteks pembahasan yang ada, akta dibawah tangan ini sendiri
biasanya dalam praktik akan memberikan akibat hukum yang tidak
sempurna karena perlu pembuktian lebih lanjut jika
dipermasalahkan di kemudian hari. Hal ini sendiri menjadi sebuah
fakta hukum yang tidak dapat dihindari jika dalam proses perjanjian
kredit dibuat dibawah tangan sangatlah merugikan kedudukan
daripada debitur dan juga memperlemah kedudukannya. Tentunya
dapat dikatakan bahwa sudah lemah dikarenakan sudah sangat jauh
daripada kekuatan hukum yang dimiliki oleh perjanjian kredit yang

baku atau autentik.4

Perjanjian yang dibuat di bawah tangan sendiri tidaklah sekuat
sebagaimana dengan perjanjian yang dibuat secara autentik.
Mengingat bahwa dilakukan secara dibawah tangan hal ini tidak
terdapat kekuatan hukum dan akan berujung muncul atau timbulnya
permasalahan hukum akibat daripada tindakan ini sendiri.!® Secara
praktik dalam dunia perbankan sering terjadinya permasalahan
hukum dimana terkadang pihak debitur sendiri tidak mengaku

terhadap apa yang telah dirinya tanda tangani pada akta dibawah

14 Ni Made Trisna Dewi, “Kedudukan Penerima Fidusia Dalam Pembebanan
Jaminan Fidusia Yang Dibuat Dengan Akta Dibawah Tangan,” Kerta Dyatmika 18, no. 2
(2021): 1-10.

18 Biner Sihotang and Elsi Kartika Sari, “Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan
Kredit Bermasalah Pada Bank,” Prosiding Seminar Nasional Pakar, no. 10 (2019): 1-6,
https://doi.org/10.251058/pakar.v0i0.4376.
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tangan tersebut dan bahkan sering melakukan gugatan perdata

kepada pihak bank.

Dalam proses pembuatan akta untuk perjanjian kredit sendiri jika
dilakukan secara autentik atau akta autentik oleh notaris, maka dapat
dikatakan memakan biaya yang cukup mahal sedangkan dalam
posisi kondisi saat ini pihak bank sangatlah memerlukan pemasukan
dana dalam jumlah yang besar untuk menjaga kestabilan
pencadangan dana dan juga kesehatan daripada bank. Sedangkan
di sisi lainnya pihak debitur sangat berkeberatan terhadap biaya
tambahan untuk pembuatan akta yang dilakukan oleh notaris, adanya
harapan untuk mempercepat proses, mengurangi durasi daripada
jangka waktu yang ada kemudian juga dapat dilakukan dengan biaya
yang murah serta tidak adanya campur tangan daripada pihak
lainnya di dalamnya. Berdasarkan pertimbangan inilah pihak
perbankan pada praktiknya secara langsung melakukan perjanjian

kredit secara dibawah tangan.

Permasalahan hukum yang sering terjadi adalah dimana saat
kredit tersebut mengalami kemacetan, sering kali pihak debitur
mendalilkan dan mengaku tidak melakukan penandatangan
terhadap perjanjian kredit yang telah dilakukan bersama dengan
pihak bank. Sehingga jika terjadinya permasalahan hukum maka

membuka peluang bagi debitur untuk melakukan gugatan perdata
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yaitu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada bank.!® Saat
terjadinya permasalahan ini, maka akan memberikan dampak
kepada pihak bank dan juga kepada pihak debitur terkait dengan
kredit macet yang merupakan salah satu akibat daripada
pelaksanaan dari perjanjian dibawah tangan yang dipersoalkan
dalam gugatan yang penyelesaiannya memerlukan waktu yang tidak
cepat, karena harus ditempuh melalui Pengadilan Negeri,
Pengadilan Tinggi, Kasasi maupun Peninjauan Kembali di Mahkamah
Agung Republik Indonesia (MARI). Apalagi dengan kondisi saat ini
masih sedang berada dalam pandemi Covid-19 tentunya
memberikan semua dampak permasalahan yang besar dalam sektor
perekonomian baik untuk pihak debitur maupun bagi pihak

perbankan itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan, pembahasan dan permasalahan hukum
tersebutlah yang melatarbelakangi keinginan dari penulis untuk
dapat melakukan pendalaman dan mencari jawaban terkait dengan
permasalahan hingga saat ini masih menjadi hambatan untuk
masyarakat, terutama kalangan UMKM serta bank. Maka untuk
langkah lebih lanjut penulis mengangkat penulisan penelitian ini
dalam bentuk tesis yang diberi judul “PERAN NOTARIS DALAM

PELAKSANAAN RELAKSASI RESTRUKTURISASI KREDIT DI

16 Irma Lina Habibah dan Nila Arzaqi, “Addendum Dibawah Tangan Dalam
Restrukturisasi Kredit Perbankan Di Masa Pandemi Covid-19,” Autentik’s: Jurnal Hukum
Kenotariatan 4, no. 1 (2022): 1-23.
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SEKTOR PERBANKAN KONVENSIONAL PADA MASA PANDEMI

COVID-19 DI KOTA PALEMBANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan daripada latar belakang yang ada, maka

penulis dalam penelitian ini untuk merumuskan permasalahan yang

akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1.

Bagaimana peran Notaris dalam pelaksanaan relaksasi
restrukturisasi kredit di sektor perbankan konvensional pada

masa pandemi Covid-19 di Kota Palembang?

Bagaimana kekuatan hukum akta perjanjian kredit
restrukturisasi dalam penyelesaian kredit macet akibat

dampak pandemi Covid-19 dalam sektor perbankan?

Bagaimana penyelesaian sengketa hukum apabila terjadi
kredit macet di sektor perbankan konvensional pada masa

pandemi Covid-19?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.

Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan terkait

dengan peran Notaris dalam pelaksanaan relaksasi
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restrukturisasi kredit di sektor perbankan konvensional

pada masa pandemi Covid-19 di Kota Palembang.

b. Untuk dapat menganalisis dan menentukan kekuatan
hukum akta perjanjian kredit restrukturisasi dalam
penyelesaian kredit macet akibat dampak pandemi Covid-

19 dalam sektor perbankan.

c. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian
sengketa hukum apabila terjadi kredit macet di sektor

perbankan konvensional pada masa pandemi Covid-19.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pemikiran,
masukan, penambah pengetahuan hukum dalam tataran teori
dan praktik pada umumnya dan secara khususnya juga
sebagai literatur atau tulisan yang memiliki ruang lingkup
terkait dengan hukum perdata, hukum perbankan terkait
dengan relaksasi restrukturisasi kredit pada masa pandemi,
dan hukum kenotariatan berkaitan dengan kewenangan

Notaris yang diatur dalam hukum.

b. Manfaat Praktis

Pada penelitian ini manfaat praktis ditujukan untuk Ikatan

Notaris Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia,
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Perbankan, dan Legislator Pembentuk Undang-Undang, yang

akan dijelaskan sebagai berikut:

1.

Ikatan Notaris Indonesia

Diminta sebagai salah satu rujukan dalam pengaturan
terkait dengan penerapan Kode Etik Notaris rekanan
bank dan sebagai pertimbangan untuk regulasi hukum
yang berkaitan dengan notaris, tarif pembuatan akta
Notaris pada sektor perbankan di dalam masa pandemi

Covid-19.

Notaris

Diharapkan menjadi dasar pertimbangan ataupun
pedoman dalam proses pembuatan akta serta saat
memberikan penyuluhan hukum yang merupakan
kewenangan diamanatkan pengaturan hukum yang
berlaku secara umum dan secara khusus terhadap
penghadap yang merupakan debitur yang ikut dalam
program relaksasi restrukturisasi kredit akibat terkena

dampak daripada pandemi Covid-19.

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

Diharapkan untuk menjadi dasar pertimbangan, sarana
referensi dan juga pedoman dan bahan evaluasi terkait

kebijakan yang akan dibuat atau telah dibuat berkaitan
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dengan perbankan secara umum dan secara khusus
berkaitan dengan relaksasi restrukturisasi pada masa
pandemi ini. Serta menjadi salah satu sarana penilai
dalam penerapan kebijakan dalam sektor industri

keuangan.

. Perbankan

Diharapkan menjadi dasar pertimbangan serta
pedoman bagi pihak perbankan dalam proses
pemberian, pengikatan kredit, memberikan arahan
dalam pelaksanaan pembuatan perjanjian kredit serta
proses tahapan yang dilaksanakan oleh pihak bank
dalam relaksasi restrukturisasi pada masa pandemi

Covid-19.

. Legislator Pembentuk Undang-Undang

Diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam
melahirkan pengaturan hukum serta menjadi pedoman
untuk memperbaiki, menambah serta sebagai bahan
evaluasi terkait dengan penerapan pengaturan hukum
di sektor perbankan konvensional secara umum dan
pengaturan hukum secara khusus berkaitan pada masa

pandemi covid-19.
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D. Kerangka Teoritis

Adapun kerangka teoritis yang digunakan oleh penulis sebagai
bentuk untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini
terdiri dari Grand Theory, Middle Range Theory, dan Applied
Theory.!? Dalam pengkajian ini terdapat beberapa teori-teori yang
akan digunakan sebagai pisau analisis untuk dapat menjawab

rumusan masalah di atas antara lain sebagai berikut:

1. Grand Theory

Dalam kerangka teoritis Grand Theory pada penelitian ini

tentunya penulis menggunakan Teori Keadilan.

John Rawls dalam bukunya Theory of Justice berpandangan
justice as fairness (keadilan sebagai kewajaran). Keadilan secara
mendasar adalah bentuk prinsip yang bersumber dari kebijakan
rasional yang secara langsung dijalankan atau diaplikasikan guna
konsepsi jumlah terhadap kesejahteraan keseluruhan kelompok
dalam masyarakat. Dasar daripada sebuah prinsip keadilan

antara lain:!8

17 Kerangka Teori merupakan bentuk daripada konsep-konsep yang
senyatanya merupakan abstraksi daripada hasil pemikiran dan atau kerangka acuan
yang memiliki tujuan untuk dapat mengadakan identifikasi terhadap kondisi daripada
dimensi-dimensi sosial yang memiliki hubungan erat serta valid oleh peneliti. Lihat:
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press, 2015).

18 Jeferson Kameo and Teguh Prasetyo, “Hakikat Hukum Ekonomi
(Internasional) Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat,” Jurnal Hukum Ius Quia
lustum 27, no. 2 (2020): 308-217, https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art5.



17

1. Tiap orang memiliki hak yang setara terhadap kebebasan
dasar dalam ruang lingkup luas yang dimana dapat
dihubungkan bersama dengan kebebasan yang sama

untuk keseluruhan orang;

2. Perbedaan sosial dan ekonomis yang telah memiliki
pengaturan sehingga akan bermuara kepada orang-orang
dengan kondisi minimal beruntung, serta serentak terdapat
dalam jabatan atau posisi yang diperuntukan untuk semua

orang dengan kondisi serta peluang yang sama;

Apabila nantinya diterapkan dalam struktur masyarakat, maka
prinsip keadilan haruslah dapat mengakomodir dua hal antara

lain:1°

1. Memberikan penilaian yang pasti berkaitan dengan adil

atau tidaknya lembaga-lembaga serta praktiknya;

2. Keadilan sendiri menjadi pedoman dasar dalam
mengembangkan kebijakan serta hukum yang ada sebagai

penilai ketidakadilan yang ada dalam struktur masyarakat;

Kemudian Thomas Hobbes menyatakan bahwa keadilan

sendiri adalah salah satu bentuk daripada tindakan hukum atau

1® Hudiman Waruwu and Minggus Minarto Pranoto, “Kolaborasi Teori Keadilan
John Rawls Dan Diakonia Transformatif Josef Purnama Widyatmadja Untuk Komunitas
Yang Memperjuangkan Keadilan,” jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi,
Pendidikan Agama Kristen, Dan Musik Gereja 4, no. 1 (2020): 1-24,
https://doi.org/10.37368/ja.v4il.133.
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perbuatan hukum yang dilakukan dapat menjadi sebuah dasar
adil atau diungkapkan sebagai hal yang adil, ketika hal ini telah
sesuai dengan ketentuan berdasarkan dalam perjanjian yang
telah disepakati secara bersama antara para pihak yang ada.
Terkait dengan wujud pembahasan tentang perjanjian dapatlah
dikatakan sebagai bentuk yang tidak luas dan tidak hanya dalam
ruang lingkup cakupan perjanjian semata, seperti perjanjian yang
dilakukan dengan dua pihak, semisal didalamnya mengadakan
kontrak bisnis antara para pihak, adanya bentuk sewa-menyewa,
dan perjanjian lain sebagainya.?’ Mengingat bahwa tujuan
daripada hukum adalah memberikan rasa keadilan di dalamnya,
maka tentunya memberikan penjelasan terkait dengan peran
Notaris dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit, kemudian juga
terkait dengan bentuk perjanjian kredit yang dilakukan telah
sesuai atau tidak terhadap nilai keadilan dan telah dijalankan

sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

2. Middle Range Theory

Dalam kerangka teoritis Middle Range Theory pada penelitian
ini tentunya penulis menggunakan Teori Kepastian Hukum dan

Teori Kewenangan.

Teori Kepastian Hukum

20 Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum Dalam Pendekatan Filsafat
Cetakan Kedua (Jakarta: Kencana, 2017).
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Berdasarkan pendapat Jan M. Otto bahwa sebuah kepastian
hukum dapat atau tidaknya tercapai tentunya berdasarkan
substansi hukum yang ada di ruang lingkup tersebut telah sejalan
dengan kebutuhan masyarakat.?! Lahirnya sebuah bentuk aturan
hukum yang dapat memberikan kepastian hukum merupakan
hukum yang secara langsung lahir serta memberikan gambaran
terhadap budaya masyarakat. Senyatanya kepastian hukum
berada dalam sebuah kondisi tertentu secara langsung

mensyaratkan berbagai hal antara lain:22

1. Terdapat aturan hukum yang konsisten, jelas serta mudah
untuk diperoleh (accessible), dimana kekuasaan negara

melakukan penertiban terhadap aturan hukum tersebut;

2. Instansi pemerintah tunduk serta menerapkan secara

konsisten berkaitan dengan aturan hukum yang ada;

3. Aturan hukum yang berlaku telah disetujui secara
mayoritas oleh masyarakat serta memiliki kesesuaian
terhadap sikap serta perilaku mereka terkandung dalam

aturan hukum;

21 .M. Otto, Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang (Real Legal
Certainty In Developing Countries) (Jakarta: Pustaka Laras, 2012).
22 Jbid.



4.

5.

20

Dalam peradilan terdapat hakim yang independen dalam
penerapan aturan hukum secara konsisten saat pada proses

penyelesaian sengketa hukum yang terjadi;

Keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan secara

langsung dan konkrit diterapkan;

Kemudian menurut Gustav Radbruch terdapat 4 (empat)

perihal mendasar yang menjadi makna daripada kepastian

hukum, antara lain:23

1.

4.

Hukum itu positif, dimana hukum adalah perundang-

undangan;

Hukum berdasarkan kepada fakta, yang dimana pondasi

didalamnya adalah kenyataan;

Perumusan fakta wajib dilakukan secara jelas sehingga
terhindar dari kesalahpahaman atau miskonsepsi pada
definisi atau pemaknaan yang ada, serta dapat

diimplementasikan secara mudabh;

Tidak adanya perubahan terhadap hukum positif (tidak
diperbolehkan segala upaya melakukan perubahan

terhadap hukum positif);

28 Fadly Andrianto, “Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia,”

Administrative

Law and Governance Journal 3, mno. 1 (2020): 114-23,

https://doi.org/10.14710/alj.v3il.114-123.
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Berkaitan dengan kepastian hukum sendiri adalah bentuk
penjaminan apabila hukum yang ada tersebut dapat dijalankan
dengan baik.?* Adanya keinginan daripada kepastian hukum
tersebut dapat melahirkan upaya pengaturan hukum yang ada
dalam peraturan perundang-undangan secara langsung dan jelas,
diciptakan oleh pihak yang memiliki kewenangan serta memiliki
kemampuan terhadap ruang lingkup pengaturan hukum, dimana
nantinya akan bermuara kepada aturan hukum, dan terkandung
bentuk aspek yuridis didalamnya yang secara langsung dapat
memberikan jaminan kepastian hukum, dimana hukum sebagai

peraturan yang harus diikuti, dijalankan serta ditaati.?5

Terkait dengan peran Notaris terhadap pelaksanaan
restrukturisasi kredit dapat dihubungkan secara langsung dengan
teori daripada kepastian hukum. Kepastian hukum ini sendiri
secara langsung dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang
memberikan kepastian hukum atas penerapan serta peran
daripada Notaris terhadap pelaksanaan restrukturisasi kredit
pada sektor perbankan konvensional bagi para pihak antara
debitur dan kreditur, sehingga nantinya para pihak dalam proses
restrukturisasi sendiri mendapatkan kepastian hukum sesuai

dengan pengaturan hukum yang berlaku.

2¢ Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek
Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan,” Jurnal Warta 13, no. 1 (2019): 138-49.
25 Ibid.
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Teori Kewenangan

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh F.A.M Stroink dan
J.G Steenbeek memberikan penjelasan dimana “Het Begrip
bevoegdheid is dan ook een kembergrip In het staats-en
administratief recht.” (selanjutnya diterjemahkan sebagai berikut,
bahwa senyatanya wewenang adalah bentuk daripada sebuah
kerangka dasar dari bidang hukum tata negara serta hukum
administrasi).?® Berdasarkan hal ini dapat ditarik suatu
kesimpulan bahwa wewenang ini sendiri dapat dikatakan adalah
sebuah dasar pondasi atau konsep utama yang menjadi bagian
daripada hukum administrasi. Apabila membahas kewenangan
apabila dilihat dari sumber lahirnya kewenangan tersebut atau

diperolehnya kewenangan tersebut maka terdiri dari:??

1. Kewenangan Atributif, didapatkan bersumber dari
pembagian kekuasaan dari peraturan perundang-
undangan. Dalam pelaksanaannya dilakukan secara
langsung oleh pejabat maupun badan yang termaktub pada
peraturan tersebut. Serta berkaitan dengan tanggung
jawab dan juga tanggung gugat sesuai dengan pengaturan

hukum tersebut;

26 ] Dewa Gede Atmadja, Teori-Teori Hukum (Malang: Setara Press, 2018).

2T Defanny Fitri Anatasia and Universitas, “Menteri Kesehatan Sebagai Leading
Sector Dalam Penanganan Wabah Covid-19 Ditinjau Dari Teori Kewenangan,” Gloria
Justitia 1, no. 1 (2021): 28-44.
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2. Kewenangan Delegatif, kewenangan didapatkan berasal
daripada limpahan organ pemerintahan untuk organ lain
dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Berkaitan dengan tanggung jawab
serta tanggung gugat akan beralih kepada yang diberikan

wewenang tersebut serta delegataris;

3. Kewenangan Mandat, pemberian kewenangan atau
pelimpahan kewenangan yang berasal dari pejabat atau
badan lebih tinggi kepada lebih rendah. Dimana dalam hal
kewenangan tersebut terciptanya hubungan atasan dan
bawahan dengan bentuk pengecualian jika adanya

larangan secara tegas;

Mengingat secara yuridis normatif bahwa kewenangan
daripada Notaris dalam membuat akta autentik merupakan
ketentuan yang telah diatur dan diberikan oleh peraturan
perundang-undangan, maka tentunya perlu dilihat terkait dengan
pembuatan akta autentik ini sendiri telah sejalankah dengan
pengaturan hukum yang berlaku, serta kewenangan yang telah
berjalan sesuai dengan pengaturan hukum yang berlaku dan
berkaitan dengan kewenangan pembuatan akta autentik terutama
terkait dengan pembuatan akta perjanjian kredit restrukturisasi
dan juga peran Notaris dalam relaksasi restrukturisasi sebagai

bentuk penyuluhan hukum kepada para penghadap terutama
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debitur pada sektor perbankan konvensional yang terkena

dampak daripada pandemi Covid-19 saat ini.

3. Applied Theory

Dalam kerangka teoritis Applied Theory pada penelitian ini
tentunya penulis menggunakan Teori Perjanjian dan Teori

Penyelesaian Sengketa Hukum.

Teori Perjanjian

Mengutip pendapat M. Yahya Harahap yang memberikan
pengertian perjanjian merupakan sebuah bentuk daripada
hubungan hukum antara dua orang atau lebih, dimana di
dalamnya terkandung hak dan kewajiban antara para pihak di
dalamnya baik untuk mendapatkan prestasi serta memberikan
kewajiban untuk pihak lainnya dapat melaksanakan prestasi
tersebut. Maka tentunya dapat dijelaskan unsur-unsur yang

terkandung dalam sebuah perjanjian antara lain:28

1. Adanya para pihak telah berjanji;

2. Dasar daripada perjanjian itu adalah kata sepakat ataupun

kesamaan kehendak para pihak;

3. Perjanjian sebagai perbuatan atau hubungan hukum;

28 Jodi Pratama and Atik Winanti, “Force Majeure Dalam Kontrak Bisnis Akibat
Pandemi Corona,” NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8, no. 2 (2021): 266-72.
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4. Dalam cakupan bidang harta kekayaan;

5. Terdapat hak serta kewajiban para pihak;

6. Melahirkan akibat hukum yang mengikat didalamnya;

Secara mendasar terciptanya sebuah kesepakatan yang ada
pada perjanjian, disebabkan adanya dua unsur antara lain unsur
penawaran dan unsur penerimaan. Tentunya hal ini memiliki
kesinambungan seperti halnya apabila sebuah kehendak yang
diungkapkan secara benar, tentunya pernyataan tersebut akan
sesual dengan hal tersebut dan merupakan hal yang umum
apabila adanya kesesuaian antara pernyataan dan kehendak.?®
Namun tidak menutup peluang apabila dua unsur tersebut
mengalami permasalahan di dalamnya. Sehingga melahirkan
teori yang digunakan sebagai analisis berkaitan dengan

kehendak atau pernyataan tersebut, antara lain:30

1. Teori Kehendak (wilstheorie), dalam teori ini diketahui
apabila dasar keterikatan dalam para pihak tersebut jika
didasarkan terhadap putusan kehendak yang sesuai. Perlu
digaris bawahi apabila peran penting dalam teori ini

merupakan kehendak dari para pihak yang berhubungan.

2% Sholahuddin Al Fatih, “Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya
Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi,” DE LEGA LATA: Jurnal [Imu Hukum 5, no. 1
(2020): 57-66, https://doi.org/10.30596/d11.v5i1.3446.

30 Deviana Yuanitasari, “Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan
Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual,” ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum
Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad 3, no. 2 (2020): 292-304.
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Sehingga dapat dikatakan apabila persetujuan yang terjadi

haruslah berpedoman kepada kehendak yang benar;

2. Teori Pernyataan (verklarings theorie), teori ini
berpedoman terhadap pernyataan atau hal yang
dinyatakan oleh salah satu pihak. Apabila nantinya
pernyataan yang diungkapkan oleh para pihak telah
sejalan, tentunya perjanjian secara langsung telah lahir dan

mengikat antara para pihak tersebut di dalamnya;

3. Teori Kepercayaan (vertrouwenstheorie), pernyataan yang
diungkapkan oleh salah satu pihak merupakan dasar
lahirnya kepercayaan, dimana dianggap bahwa hal
tersebut telah sesuai dengan kehendak. Sehingga
kesepakatan dapat terjadi jika pernyataan para pihak
saling memberikan rasa kepercayaan di dalamnya.
Timbulnya kesepakatan berdasarkan keinginan para pihak
dan melahirkan kepercayaan akibat pernyataan dari pihak

tersebut;

Menurut J. Satrio frasa kata sepakat merupakan bentuk
persamaan kehendak antara dua orang yang telah menemukan
kehendaknya secara bersama dan kehendak tersebut wajib

dinyatakan. Berkaitan dengan kondisi lahirnya atau munculnya
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perjanjian, maka dapat menimbulkan beberapa teori di

dalamnya, antara lain:3!

1. Teori Pernyataan (uitings theorie), lahirnya perjanjian saat
adanya Dbentuk pengungkapan berupa pernyataan

mengenai penerimaan terhadap sebuah penawaran;

2. Teori Pengiriman (verzending theorie), perjanjian timbul
saat terjadinya respon berupa pengiriman jawaban
sehingga nantinya pihak tersebut memiliki pegangan yang
dapat dijadikan sebagai pedoman sekaligus bukti

berkaitan dengan terjadinya perjanjian tersebut;

3. Teori Pengetahuan (vernemings theorie), perjanjian terjadi
saat jawaban yang diberikan telah diketahui oleh pihak

yang menawarkan;

4. Teori Penerimaan (ontvangstheorie), perjanjian yang lahir
dimana telah diterimanya jawaban atau bentuk surat
jawaban yang berasal dari penerima tawaran. Berkaitan
dengan hal ini berada dalam parameter telah diterima
jawaban atau bentuk surat tersebut dan tidak

mementingkan telah dilihat isinya atau dibuka;

Berdasarkan hal tersebut penulis nantinya akan melihat terkait

dengan kekuatan hukum yang mungkin terkandung dalam akta

81 Nurhilmiyah, “Penerapan Teori Kontrak Dalam Perjanjian Leasing,” Seminar
Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi. 1, no. 1 (2022): 268-78.
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perjanjian kredit restrukturisasi sebagai bentuk penyelesaian
kredit macet dan juga akta perjanjian kredit restrukturisasi yang
dilangsungkan baik secara autentik maupun dibawah tangan

terutama yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 saat ini.

Teori Penyelesaian Sengketa Hukum

Priyatna Abdurrasyid dalam bukunya yang berjudul Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Suatu Pengantar
menyatakan, sebuah sengketa tentunya memiliki hubungan
dalam beberapa aspek seperti hak-hak, status dan gaya hidup,
reputasi ataupun berbagai aspek lainnya yang berhubungan
secara langsung dengan bidang kehidupan masyarakat tersebut.
Terjadinya sebuah permasalahan disebabkan oleh beberapa hal
yang bersifat sederhana awalnya atau bertautan satu dengan yang
lainnya. Sehingga melahirkan berbagai macam persoalan antara

lain sebagai berikut:32

1. Lahirnya kenyataan akibat dari kredibilitas para pihak
yang ada maupun berdasarkan data yang diperoleh dari
pihak ketiga beserta penjelasan berkaitan dengan data

tersebut secara lengkap;

32 Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)
Suatu Pengantar Edisi Kedua (Revisi) (Jakarta: Fikahati Aneska bekerja sama dengan
BANI, 2011).
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2. Permasalahan hukum yang secara umum diakibatkan
adanya pendapat atau tafsiran berkaitan dengan

penyelesaian sengketa dari para ahli hukum yang terkait;

3. Adanya perbedaan teknis yang melahirkan terjadi

perbedaan pendapat dari para pihak;

4. Terjadinya bentuk perbedaan akan konsep pemahaman
terhadap sebuah hal yang timbul, misal adanya multitafsir
terhadap kata serta adanya perbedaan pandangan atau

asumsi berkaitan dengan sebuah pokok permasalahan;

5. Perbedaan pandangan dan pemahaman terkait dengan

konsep keadilan, nilai-nilai, moralitas serta sikap hidup;

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin dalam Teori penyelesaian
sengketa mengemukakan terdapat 5 (lima) jenis penyelesaian

sengketa, antara lain:33

1. Contending (bertanding), dimana dilakukannya penerapan
jalan keluar daripada permasalahan yang ada dengan
posisi diinginkan oleh salah satu pihak terhadap pihak

lainnya;

33 Juwita Tarochi Boboy Boboy, Budi Santoso, and Irawati Irawati, “Penyelesaian
Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey
Z.Rubin,” Notarius 13, no. 2 (2020): 803-18, https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168.
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2. Yielding (mengalah), menerima kekurangan dalam
permasalahan yang ada dari hal yang sebelumnya

diinginkan;

3. Problem Solving (pemecahan masalah), pencarian jalan
tengah antara para pihak agar dapat merasa puas terhadap

keputusan yang diberikan;

4. Withdrawing (menarik diri), tidak ikut serta terhadap
sengketa yang terjadi, dimana secara langsung
melepaskan kondisi tersebut baik secara fisik dan

psikologis;

5. InAction (diam), tidak melakukan apa-apa terhadap kondisi

dan situasi yang terjadi;

Kemudian mengutip penjelasan Frans Winarta yang
memberikan penjabaran terkait dengan cara-cara penyelesaian

sengketa antara lain:3

1. Konsultasi, dimana dilakukan secara personal atau pribadi
antara para pihak, dimana salah satu pihak adalah seorang
konsultan yang dapat memberikan masukan serta
pendapat berdasarkan kebutuhan dari para pihak yang

mengalami sengketa;

3¢ Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional
Indonesia Dan Internasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
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2. Negosiasi, bentuk penyelesaian sengketa yang terjadi
dimana dilakukan di luar pengadilan dimana adanya
keinginan untuk mendapatkan kesepakatan para pihak atas

kerja sama;

3. Mediasi, penyelesaian sengketa dengan melakukan
perundingan bersama dengan pihak ketiga yang dikenal

dengan mediator;

4. Konsiliasi, bentuk daripada penyelesaian sengketa yang
dilaksanakan bersama pihak ketiga (konsiliator), dimana
berupaya agar dapat terciptanya sebuah solusi yang

diinginkan para pihak tersebut;

5. Penilaian ahli, melakukan penyelesaian sengketa dengan
cara meminta, mendengar serta mempertimbangkan
pendapat dari ahli dalam kajian teoritis maupun praktis

berdasarkan keahliannya;

6. Arbitrase, dilaksanakan bentuk kesepakatan dalam bentuk
klausula arbitrase yang termaktub pada perjanjian
(kontrak) secara tertulis yang dibuat para pihak setelah

lahirnya sengketa;

Secara yuridis normatif pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang
Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara eksplisit
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verbis menerangkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa
sendiri merupakan bentuk penyelesaian sengketa dan atau beda
pendapat yang dijalankan melalui tahapan atau prosedur yang
telah disepakati para pihak, dimana dilaksanakan di luar
pengadilan dengan beberapa cara seperti konsultasi, negosiasi,
mediasi, konsiliasi, atau penilaian daripada para ahli.3¥ Dalam
sektor perbankan pada ruang lingkup kredit tidak menutup
kemungkinan terjadinya kredit macet. Terlebih disaat kondisi
pandemi Covid-19 yang memberikan dampak terhadap berbagai
sektor kehidupan, sehingga berdasarkan hal tersebut tentunya
akan dilihat penyelesaian sengketa hukum yang digunakan oleh
para pihak apabila terjadi sengketa hukum disebabkan oleh
kredit macet pada sektor perbankan konvensional pada masa

pandemi Covid-19.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat penjabaran berkaitan dengan
definisi operasional yang dipergunakan sebagai dasar pada
penelitian dan agar tidak terjadinya kesalahan penafsiran ataupun
perbedaan penafsiran didalamnya. Sehingga akan dijelaskan

sebagai berikut:

38 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 138. Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3872. Pasal 1 angka 10.
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1. Relaksasi adalah dalam penelitian ini diartikan sebagai
relaksasi kredit yang dilaksanakan pada masa pandemi Covid-
19 dimana memiliki kerangka dasar pemikiran bentuk
pengurangan atau melonggarkan ketentuan-ketentuan kredit
yang ada dikarenakan kondisi atau keadaan tertentu.3®
Kemudian juga dapat diartikan hukum perbankan sebagai
bentuk pelonggaran daripada syarat kredit yang terdiri atas
syarat finansial ataupun non finansial yang bermuara kepada

bentuk kemudahan yang diberikan kepada pihak debitur.

2. Restrukturisasi Kredit adalah bentuk upaya perbaikan yang
dilakukan oleh pihak bank dalam proses kegiatan perkreditan
kepada pihak debitur yang dalam hal ini mengalami kesulitan
untuk dapat memenuhi kewajibannya akibat terdampak

pandemi Covid-19 .37

3. Pandemi adalah wabah yang berjangkit secara bersamaan
yang terjadi dimana-mana dan dalam cakupan wilayah

geografi yang luas.%®

3 OCBC NISP, “Mengenal Arti Relaksasi Kredit Beserta Syarat Dan Caranya,”
2022, https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/09/01/relaksasi-kredit-adalah.

8T Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/20185 tentang Ketentuan
Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 197. Dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5734. Pasal 1 angka 4.

88 “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” accessed October 30, 2022,
https://kbbi.web.id/pandemi.
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4. Covid-19 adalah keluarga besar virus yang melakukan
penyerangan pada infeksi saluran pernapasan pada manusia

dan hewan.3°

5. Akta di Bawah Tangan adalah akta yang ditandatangani
dengan cara dibawah tangan yang dimana dokumen atau surat
tersebut dan juga tulisan lainnya dibuat tanpa adanya

perantara daripada pejabat umum.4°

6. Addendum adalah bentuk perubahan terhadap kesepakatan
yang telah ditandatangani sebelumnya oleh pihak debitur dan
kreditur. Dimana masih merupakan satu kesatuan dengan
perjanjian sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan adanya
pasal/klausul tambahan secara fisik yang bersifat terpisah dari
kontrak/perjanjian utama namun secara hukum melekat pada

kontrak utama.4!

1. Debitur adalah orang atau pihak yang memiliki utang kepada
pihak bank atau kepada lembaga pembiayaan lainnya
dikarenakan adanya perjanjian dan atau dikarenakan undang-

undang.*?

3% Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Pertanyaan Dan Jawaban
Terkait COVID-19,” accessed October 30, 2022,
https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html.

40 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1874.

41 Suharnoko, Hukum Perjanjian (Jakarta: Kencana, 2009).

42 Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, Kamus Istilah Perbankan (Jakarta: Atalya
Rileni Sudeco, 2003).



35

8. Kreditur adalah orang atau pihak yang memiliki piutang
dikarenakan undang-undang dan atau perjanjian yang dapat

ditagih di muka majelis hakim di pengadilan.4?

9. Kepastian Hukum adalah sebuah perangkat hukum daripada
suatu negara yang dimana mampu untuk memberikan serta
menjadi daripada hak serta kewajiban setiap warga negara

yang ada didalamnya.4

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian
hukum normatif yang dilengkapi dengan bentuk daripada data
empiris. Dimana dapat diartikan apabila pada implementasinya
akan melakukan pengkajian dalam pemberlakuan hukum yang
ada di masyarakat berdasarkan ketentuan hukum baik undang-
undang, kodifikasi hukum, kontrak yang selanjutnya ditunjang
dengan kehadiran daripada data empiris. Jenis penelitian ini
menggunakan data sekunder yang Dberasal daripada
perpustakaan dan kemudian didukung dengan data primer yang

didapatkan berasal daripada penelitian lapangan seperti

43 Ibid.
4 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis
(Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002).
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observasi, wawancara dan survei. Dimana nantinya pada
penelitian ini sendiri akan dilakukan oleh institusi penegakan
hukum dalam pengkajian dan juga pengevaluasian terhadap
efektivitas serta penerapan daripada norma yang ada tersebut di

masyarakat.45

Berkaitan dengan data empiris sendiri penulis nantinya akan
melakukan wawancara dan juga kuesioner kepada Area Collection
Manager PT Bank BTPN, Tbk. Palembang, Legal Staff PT Bank
Negara Indonesia (Persero),Tbk. Kanwil 03 Palembang, Senior
Manager-Regional Legal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
Kanwil Palembang, Kepala Hukum PT Bank Central Asia , Tbk.
Kanwil VI Palembang, Legal Staff Bank Sumsel Babel Kantor
Cabang Utama, Tim Peneliti Direktorat Pengembangan Sektor
Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan/O]JK Institute, Notaris/PPAT
Leanni Bharline, S.H., SpN., Notaris/PPAT Dian Saraswati, S.H.,
Notaris/PPAT Atalanta Diah Andriani, S.H., Notaris/PPAT Amir
Hakim Hasyim, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT K. Abdullah, S.H., M.H.,
di Palembang. Penulis kemudian menganalisis dan mengkaji
berkaitan dengan bahan pustaka dengan melakukan

pengidentifikasi terhadap asas, ketentuan dan historis aturan

45 Irwansyah dan Ahsan Yunus, Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik
Penulisan Artikel (Yogyakarta: Mirra, 2021).
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yang ada pada notaris, Perbankan, Peraturan Pemerintah serta

peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan beberapa

pendekatan penelitian antara lain sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Dalam pendekatan ini penulis secara langsung melihat semua
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
permasalahan (isu hukum) yang dihadapi. Pendekatan daripada
perundang-undangan ini digunakan nantinya untuk dapat
melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan
yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan serta
menjadi celah daripada praktik-praktik penyimpangan, baik
yang dilakukan dalam bentuk tataran teknis, maupun dalam

pelaksanaannya di lapangan.6

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Dalam pendekatan ini tentunya dapat menjadi sebuah dasar
bagi penulis dalam memberikan sudut pandang analisis terhadap
bentuk penyelesaian permasalahan hukum yang terkandung
dalam aspek konsep hukum sebagai dasar yang

melatarbelakanginya atau juga dapat dilihat dalam kandungan

46 Ibid., Hlm. 133-134.
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nilai dalam penormaan dalam sebuah peraturan terkait dengan
konsep yang digunakan. Tentunya pandangan atau doktrin akan
memberikan kejelasan tentang ide, gagasan dan memberikan
definisi, konsep serta asas hukum yang sama dengan
permasalahan hukum. Pengertian terhadap pandangan dan
doktrin ini sendiri adalah dasar daripada peneliti sebagai
kerangka dasar argumentasi hukum saat memecahkan isu atau

permasalahan hukum yang ditemui.4’

c. Pendekatan Interdisipliner (Interdisciplinary Approach)

Pada pendekatan ini nantinya penulis akan menggunakan
pendekatan pemecahan permasalahan hukum yang ada dengan
menggunakan tinjauan dari berbagai sudut pandang ilmu yang
serumpun dan terpadu didalamnya. Dalam pendekatan ini
penulis secara langsung akan meneliti suatu topik permasalahan
hukum yang ada, dimana terjadi komunikasi, percampuran,
integrasi yang tercakup dari definisi hingga secara keseluruhan
baik tujuan, proses hingga pengumpulan data serta analisis dan
kesimpulan didalamnya. Pendekatan ini sendiri nantinya akan
menjadi dasar serta memberikan penekanan apabila tiap

kebijakan hukum yang ada mendapatkan bentuk pemahaman

47 Ibid., Hlm. 1417.
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secara komprehensif dan juga kebijakan tersebut dapat

diterapkan secara adil dan efektif.4®

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data yang nantinya akan didapatkan oleh penulis
merupakan data secara langsung dari lapangan melalui
wawancara dan atau kuesioner kepada pihak bank (bank
nasional, bank daerah, dan bank swasta), Notaris/PPAT,
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Bagian Selatan,
selanjutnya dilakukan pengolahan pada penulisan karya

ilmiah hukum ini.

b. Data Sekunder

a. Bahan Hukum Primer

Pada penelitian hukum ini jenis data yang akan
digunakan merupakan data yang bersifat kualitatif, artinya
data yang nanti akan didapatkan atau diberikan merupakan
data dalam bentuk kalimat verbal dan bukan angka.4®
Berkaitan dengan sumber bahan hukum primer yang akan
digunakan oleh penulis pada karya ilmiah hukum ini

sendiri, akan dijabarkan sebagai berikut:

48 Ibid., Hlm. 209.
49 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
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. Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila;

. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk

Wetboek);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1992);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182
Dan Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3790);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117
Dan Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4432);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 3 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5491);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 111 Dan Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5253);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134
Dan Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6516);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor

Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 Dan Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik
Indonesia  Nomor 11/POJK.03/2015  tentang
Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus
Perekonomian Nasional bagi Bank Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 197
Dan Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5734);

12.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik

Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus
Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan
Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus
Disease 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 76 Dan Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6480);

13.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik

Indonesia Nomor  48/POJK.03/2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang
Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan
Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus

Disease 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2020 Nomor 267 Dan Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6583);

14.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik
Indonesia  Nomor 17/POJK.03/2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Republik Indonesia Nomor
11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian
Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak
Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 213
Dan Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6722);

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini nantinya akan digunakan
untuk dapat melengkapi pada bidang kajian data primer
yang ada. Hal ini sendiri memiliki maksud dan tujuan guna
memberikan arahan, petunjuk serta pedoman kepada
penulis untuk dapat melangkah pada tahapan penelitian
yang ada.’® Dalam konteks bahan sekunder terdiri
daripada studi kepustakaan, buku hukum, publikasi

berkaitan dengan hukum, jurnal hukum, pendapat para ahli

50 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi) (Jakarta: Kencana
Perdana Media Group, 2010).
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hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan
yang secara langsung berkaitan pada topik penulisan tesis
ini. Kemudian bahan sekunder juga menjadi arahan serta
pedoman dalam proses penyusunan latar belakang,
rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian,
kerangka teoritis, definisi operasional hingga pada metode
penelitian serta analisis terhadap materi yang ada dalam

penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang menerangkan arah serta
keterangan terhadap bahan hukum primer dan juga bahan
hukum sekunder, yang terdiri daripada kamus hukum serta
bahan referensi ensiklopedia.5! Dimana pada penelitian ini
penulis menggunakan kamus hukum untuk mencari
peristilahan yang terdapat pada frasa dan kontek hukum,
kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan juga bahan
pustaka lainnya serta bahan berupa media internet dalam

mencari informasi.

4. Teknik dan Pengolahan Data

a.

Teknik Pengumpulan Data

51 Ibid.
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Pada tahapan ini penulis melakukan tanya jawab,
observasi serta wawancara dan kuesioner kepada pihak
perbankan, Notaris/PPAT dan Otoritas Jasa Keuangan
Sumatera Bagian Selatan, dengan berpedoman pada
pertanyaan hukum yang telah dipersiapkan dan disusun
berdasarkan isu hukum yang terjadi dan dilakukan
pendalaman serta jawaban dari pada isu hukum di penelitian
ini, yang selanjutkan dilakukan pencatatan serta perekaman

informasi dengan baik.

b. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan terhadap data hukum yang telah didapatkan
akan dilakukan dengan cara melakukan penggabungan
terhadap data observasi, wawancara serta kuesioner
dihubungkan dengan literatur hukum yang dibutuhkan secara
spesifik antara lain yang berkaitan dengan hukum perdata,
hukum perbankan, hukum kenotariatan, jurnal ilmiah serta
bentuk daripada tulisan ilmiah yang ada pada media cetak

maupun elektronik.

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Melakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif
secara mendalam untuk mendapatkan data yang berkualitas serta
nilai dan mutu yang baik, menghasilkan tingkat efektivitas serta

analisis secara mendalam terhadap permasalahan hukum yang



46

ada didalamnya. Hal ini dilakukan dengan maksud agar tidak
adanya tumpang tindih data, kalimat dalam penulisan hasil
penelitian yang telah didapatkan dan memberikan sebuah
kemudahan dalam memahami isu hukum yang ada dalam tahapan
penganalisisan.5? Setelah didapat data dan bahan hukum sebagai
bentuk jawaban atas permasalahan hukum yang ada pada
penulisan karya ilmiah ini, selanjutnya dijadikan solusi ataupun

alternatif penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi.

6. Penarikan Kesimpulan

Secara keseluruhan terhadap bahan hukum yang terdiri dari
literatur hukum baik jurnal, artikel, laporan penelitian hukum
serta bahan dari media elektronik dilakukan analisis, pengkajian,
pengumpulan dan penyusunan data yang terdiri dari
pengelompokkan data primer, sekunder dan tersier. Kemudian
dilakukan analisis oleh penulis dengan cara induktif. Penarikan
kesimpulan induktif ini dilakukan dengan berdasarkan fakta yang
terjadi secara khusus yang selanjutnya akan didapatkan sebuah
persepsi umum guna diterapkan secara menyeluruh dalam

kehidupan bermasyarakat.53

Dalam kerangka penelitian ini penulis sendiri mendasar pada

penarikan kesimpulan bersifat khusus kepada hal yang bersifat

52 Ibid.
58 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2007).
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umum dengan konsep pemikiran rasional. Dimana sebagai
bentuk pegangan pondasi utama dikarenakan dalam penarikan
kesimpulan dalam tesis ini merupakan perwujudan hukum serta
temuan hukum yang terdiri daripada nilai, asas, konsep dan juga
norma hukum vyang dirumuskan didalamnya. Penarikan
kesimpulan terkait dengan peran Notaris dalam pelaksanaan
relaksasi restrukturisasi kredit di sektor perbankan konvensional
pada masa pandemi Covid-19 di Kota Palembang, dimana mampu
menjawab permasalahan hukum bagaimana peran Notaris dalam
pelaksanaan relaksasi restrukturisasi kredit di sektor perbankan
konvensional pada masa pandemi Covid-19 di Kota Palembang,
bagaimana kekuatan hukum akta perjanjian kredit dalam
penyelesaian kredit macet akibat dampak pandemi Covid-19
dalam sektor perbankan, bagaimana penyelesaian sengketa
apabila terjadi kredit macet di sektor perbankan konvensional

pada masa pandemi Covid-19.
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